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Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan upaya pemerintah untuk
meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, maupun menjaga
luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
Adapun tujuan peremajaan sawit rakyat adalah penyelesaian legalitas lahan yang
berada di kawasan hutan dan belum mempunyai sertifikat, peningkatan
produktivitas kebun swadaya, meningkatnya pendapatan pekebun seiring dengan
meningkatnya produktivitas tanaman, pengelolaan kelapa sawit sesuai dengan

praktik terbaik, dan menggunakan benih unggul.

Sesuai dengan data kementerian perekonomian bahwa target pelaksanaan PSR
selama tiga tahun (tahun 2020 sampai dengan 2022) adalah sebesar 540.000 Ha
atau 180.000 Ha per tahun, yang tersebar di 21 provinsi dan 108 kabupaten/kota
dan realisasi penyaluran dana PSR (dari tahun 2016 sampai dengan April 2021)
adalah sebesar Rp 5,93 Triliun untuk lahan kebun seluas 220.226 Ha dan
melibatkan 96.122 pekebunl. Kendala program peserta peremajaan sawit rakyat
adalah tidak semua pekebun dapat memenuhi persyaratan program PSR, tidak
semua lahan sawit rakyat memenuhi kriteria legalitas, membutuhkan perusahaan
(mitra) sebagai avalis, pengumpulan dan verifikasi dokumen administrasi

membutuhkan waktu.

Melihat pada kendala di atas maka diperlukan upaya percepatan program sawit
rakyat untuk segera dilakukan dengan merevisi pada Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 dan simplifikasi
beberapa persyaratan program PSR. Jika program ini dapat mencapai sasaran
maka akan meningkatkan nilai strategis perekonomian Indonesia dengan
menciptakan tambahan lapangan pekerjaan sekitar 16,2 juta pekerja,
meningkatkan ekspor crude palm oil (CPO) 13 persen (berdampak pada
pertumbuhan ekonomi 3,5 persen dari PDB/Produk Domestik Bruto) serta turut
mendukung percepatan program B30 (Biosolar B30).

' Data mengacu pada paparan kementerian perekonomian pada Focus Group Discussion (FGD)
27 Mei 2021.



Pemerintah perlu mengatur pengembangan industri strategis kelapa sawit, bukan
membatasi pengembangan industri kelapa sawit. Guna menemukan titik
kompromi antara konservasi dan development pemerintah perlu menggunakan
pendekatan green growth economic. Selain hal tersebut maka insentif yang
didapatkan pada tercapainya program peremajaan sawit rakyat adalah program ini
dapat membantu mengkampanyekan pada dunia internasional terkait industri
sawit Indonesia yang berkorelasi positif dengan aspek lingkungan maupun

komersial.

Munculnya paradigma green growth economic sendiri dipandang sebagai bentuk
kompromi (antara konservasi dan development). Green growth economic sendiri
secara filosofis menekankan pada aspek restorasi, yakni pemanfaatan sumberdaya
alam dengan pembenahan lingkungan sebagai dampak pemanfaatan sumberdaya
alam tersebut’. Definisi kelestarian (sustainability) adalah pemanfaatan
sumberdaya alam dengan disertai dengan restorasi (pembenahan) atas dampak
negatif atas lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan sumberdaya alam

tersebut’.

Langkah utama untuk membawa program peremajaan sawit rakyat pada tujuan
internasional tersebut adalah melalui Sertifikasi ISPO (indonesian sustainable
palm oil) yang wajib/mandatory untuk semua perkebunan termasuk perkebunan
rakyat. Adapun sertifikasi ISPO diberikan oleh lembaga sertifikasi yang
independen serta bersifat transparan serta mengimplementasikan aturan turunan
dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 yakni Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan

Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
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Dengan demikian maka perkebunan sawit rakyat selain mendatangkan manfaat
perekonomian juga turut mendukung konvensi perubahan iklim serta berkorelasi
positif pada program SDGs Global (sustainable development goals). Pada
akhirnya hal untuk menyempurnakan rencana besar program peremajaan sawit
rakyat adalah perlunya regulasi kementerian perindustrian mengenai aspek hilir

kelapa sawit sebagai turunan aturan ISPO.
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Lampiran I

* Target Peremajaan Sawit Rakyat

180,000 Ha

2020

Keterangan :
6000 1. Yarget di 21 Provinsi dan 106 Kabupaten/ota;
Total 540000 2 Potensidad Perkebunan Intf Rakyat (PIR) 500.000 Ha Sumber: Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian{2020)

Sumber: Data mengacu pada paparan kementerian perekonomian pada Focus Group Discussion (FGD) 27 Mei 2021.




Lampiran I1

vy

KEMENTERLAN KOORDIATOS
BADANG PERTHONOMIAN
REPUBLIN (NDONES®

Persentasi Realisasi Terhadap
Target PSR Tahun 2020 }

Target : 180.000 Ha
Realisasi : 67.018 Ha (37%)

- Diperlukan upaya percepatan PSR,
6 salah satunya melalui kemitraan
Pekebun dengan Perusahaan

Sumber: Data mengacu pada paparan kementerian perekonomian pada Focus
Group Discussion (FGD) 27 Mei 2021.



